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1. Hakikat DPD RI dalam Hukum dan 

Konstitusi.

2. Peran DPR RI dalam Menyerap Aspirasi 

Masyarakat.

3. Urgensi dan Strategi Pengembangan 

Kantor DPD RI di Daerah.

TIDAK NORMATIF, PROSEDURAL 
tapi SUBSTANSIAL
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Hak DPD RI

UUD 1945
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Tambahan: Pasal 22E UUD 1945

5) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;

6) Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan membuat pertimbangan bagi DPR 

tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
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Kewajiban Anggota DPD RI
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Fungsi DPD RI

Fungsi Legislasi Fungsi Pertimbangan Fungsi Pengawasan

Mengajukan RUU

Membahas RUU

Memberikan 

Pertimbangan kepada 

DPR terkait PerUU yang 

disusun

• Pengawasan atas 

pelaksanaan UU –

menyampaikan 

kepada DPR utk 

ditindak lanjuti

• Menerima hasil 

pemeriksaan BPK
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Tujuan Kehadiran DPD RI

1. Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam 

proses dan produk legislasi tingkat pusat;

2. Sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan 

kebijakan pembangunan daerah dan nasional;

3. Perekat yang memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah 

NKRI;

4. Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah;

5. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

BPK;

6. Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan 

membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan 

dengan APBN;

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan 

Fungsi Pengawasan DPD RI
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Hakikat DPD DPD RI

1. Perwakilan Rakyat

2. Memperjuangkan Aspirasi Rakyat, khususnya 

daerah

3. Tulang punggung NKRI, masyarakat daerah, 

propinsi

4. Penyeimbang kepentingan politik sesaat di 

parpol (DPR)

5. Pengontrol Lembaga eksekutif di pusat dan 

daerah

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan 

Fungsi Pengawasan DPD RI
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Permasalahan Saat Ini

Kabupaten/Kota sangat sering koordinasi 

langsung dengan pusat

Masih Lemahnya Peran Provinsi

Monitoring dan Evaluasi yang masih 

lemah di daerah

Lemahnya Monitoring dan Evaluasi

• Sinergi yang masih lemah

• Perlu sinkronisasi RKP dengan RKPD 

dan APBN dengan APBD

Sinergitas Pusat dan Daerah yang Lemah

Sumber: Dr. Dadang Solihin

Untuk memaksimalkan fungsi serap aspirasi, 

maka DPD mesti maksimal menjadi fasilitator 

antara lembaga politik daerah dan Pusat 

dengan masyarakat daerah

Fasilitator Lembaga Politik daerah sebagai 

wujud check and balances
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TREN SAAT INI: SENTRALISASI

UU CIPTA KERJA – SPANNING OF INTEREST

KLASTER MINERBA Pasal 5 UU No 3/2020

KLASTER LINGKUNGAN HIDUP Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 82 
ayat (1) dan (2)

KLASTER TATA RUANG Pasal 15, dan Pasal 34A

KLASTER KETENAGAKERJAAN Pasal 88

OTONOMI SETENGAH HATI
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Pasal 18 ayat (2) UUD 1945

“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan”
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Tantangan Otonomi Daerah

PRINSIP OTONOMI DAERAH

Rene Seerden & Frits Stroink 

“In a decentralized state, some power is delegated to public authorities or agencies 

that have legal personality themselves and are not hierahchically subordinated to the 

central authority. Thy are self governing”
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Peran DPD RI untuk menyerap aspirasi 

secara langsung maupun tidak langsung
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Penyerapan aspirasi secara langsung:

• Dialog tatap muka ke daerah masyarakat

• Seminar atau lokakarya

• Membuat Posko dan Tim serap aspirasi di Kantor DPD.

Penyerapan secara tidak langsung:

• Konsultasi dengan pemerintahan lokal

• Penolakan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat

• Menampung aspirasi yang belum/sudah disampaikan kepada 

DPRD/Pemda untuk mengusahakan perwujudannya.

Dengan demikian maka DPD RI dapat menjadi 

Ujung Tombak – Pembuka kran – Jembatan Penghubung
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Aksi DPD RI sebagai tameng pelindung 

kepentingan dan hak masyarakat 

• Kepentingan masyarakat yang bervariasi membutuhkan

kehadiran langsung DPD

• Tidak adanya kepentingan partai, menjadikan DPD

lebih mudah dipercaya dan dekat dengan

masyarakat.

• Kebijakan Pemerintah yang merugikan masyarakat

daerah harus ditentang langsung dan pertama kali oleh

DPD.

• Membawa ketentraman dan ketenangan di masyarakat

daerah.
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PELUANG MENYERAP ASPIRASI

1. Kebuntuan penyerapan aspirasi

2. Daerah lebih menjadi “sapi perah” dieksploitasi 

kekayaan alamnya, tapi tidak menyejahterakan 

rakyatnya.

❑Resentralisasi Minerba, jangan hanya 

memindahkan korupsi atau prebutan fasilitas 

oligarki

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan 

Fungsi Pengawasan DPD RI
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Eksistensi Kantor DPD RI

UU MD3

Eksistensi Kantor DPD di Ibukota Provinsi adalah

• keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus

memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses

pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan

langsung dengan kepentingan daerah.

• Mencegah pengambilan keputusan yang sentralistik



Tugas dan Fungsi Kantor DPD RI
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Tugas Kantor DPD di Ibukota Provinsi:

• Menyelenggarakan Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keahlian kepada 

DPD RI di Daerah Pemilihan.

Fungsi Kantor DPD di Ibukota Provinsi:

• Pelayanan teknik dan persidangan serta keprotokolan

• Kehumasan, data aspirasi masyarakat dan daerah, pemberitaan, data base dan 

multimedia

• Perencanaan dan keuangan

• Kepegawaian, tata persuratan, arsip dan dokumentasi

• Kerumahtanggan dan pengamanan

• Koordinasi dukungan keahlian

• Penyusunan laporan kegiatan

Amanah Perubahan UU MD3:

• Supporting system bagi anggota DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi 

Rancangan Perda dan Perda



Tantangan dan Peluang DPD
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TANTANGAN PELUANG

Weak 
Bicameralism

Kuatkan Personal 
dan Moral

Legislasi Menyerap Aspirasi

Pengawasan
Lemah

Penyeimbang
Kontrol

Politik
Transaksional

Politik Jujur dan 
Bersih



Peluang DPD MENJADI WAKIL 

RAKYAT SESUNGGUHNYA
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Peluang

Representasi Tidak Berjarak

Menghilangkan kepentingan politik
jangka pendek yang koruptif

Muncul membawa aspirasi masyarakat
yang sesungguhnya

Mendorong isu-isu strategis antikorupsi
Menjadi Sparing Partner DPD – Parpol

(Kantor DPD-sebagai Centre of 
Anticorruption di daerah)
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Mengangkat Isu Strategis

Kaukus DPD Antikorupsi

Menolak tegas pelemahan Pemberantasan
Korupsi

Menguji Presidential Threshold

Menolak Pembatalan Pemilu

Kuatkan PR dan Humas 



INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional 
Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Client Alert

• INTEGRITY Constitutional 
Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/
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